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ABSTRAK

Perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan merupakan salah satu
bentuk perkawinan yang pernah terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus
Pesantren, Kabupaten Kebumen. Perkawinan ini adalah suatu perkawinan antara
seorang laki-laki dengan scorang gadis gila yang telah diperkosanya. Perkawinan
ini merupakan solusi yang dihasilkan dari musyawarah tokoh agama dan tokoh
agama sctempat dalam menanggapi tuntutan keluarga korban terhadap pelaku
perkosaan. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji bagaimana status
perkawinan orang normal dengan orang gila, dasar-dasar pertimbangan hukum
yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat atas kebolehannya dalam
menikahkan antara pelaku serta melihat bagaimana dasar pertimbangan hukum
tersebut menurut hukum perkawinan dalam Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam menjawab
permasalahan di atas ialah pendekatan normative. Pendekatan normative ini
digunakan untuk melacak apakah perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan
cenderung dibolehkan atau merupakan suatu larangan dalam Islam berdasarkan
teks-teks al-Qur’an, al-Hadis, pendapat ulama dan kaidah-kaidah usul figh.
Dalam hal ini penyusun menggunakan Magasid asy-Syari’ah serta menggunakan
kaidah usul figh:

gl DG 1o lagalael oy, Ui s la3)

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian
yang menggambarkan dan menganalisis data tentang perkawinan dengan orang
gila di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen
menurut hukum perkawinan dalam Islam. Sedangkan data penyusun dapatkan
melalui interview, dokumentasi dan observasi di lapangan.

Dari penelitian tersebut, penyusun memperoleh hasil bahwa: Agama Islam
sccara cksplisit tidak pernah mengharuskan aki/ dan balig sebagai salah satu
syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa karena
pentingnya lembaga perkawinan itu, maka secara implisit terkandung suatu
anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya
memiliki kematangan, baik fisik maupun mental. Inilah yang menjadi jawaban
mengenai bagaimana status perkawinan antara orang normal dengan orang gila.

Hasil kedua yang penyusun peroleh adalah dasar pertimbangan hukum
yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat Pertama, mengingat
hasil dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan
membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah seorang ayah.
Kedua, diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari
gilanya. Ketiga, perkawinan dengan orang gila juga merupakan lembaga preventif
bagi terjadinya perkosaan yang sama kepada korban korban-korban lainnya..

Adanya pertimbangan hukum tersebut, maka dalam penelitian ini
penyusun dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa perkawinan dengan orang
gila akibat perkosaan di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten
Kebumen, hukumnya boleh karena perkawinan tersebut telah mempertimbangkan
kemaslahatan. '
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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I.  Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan
Tidak
| i 2
Alif dilambangkan
= Ba B,b -
O Ta T, t .
> £ T Dengan titik di
— Sa S,s atas
d Jim L -
- Dengan titik di
T Ha H.h bawah
t Kha’ Kh, kh -
S| Dal D,d -
y s .- Dengan titik di
Q Zal Z, z ik
J Ra R, r -
) Za) Z,z -
" Sin S,s -
o Syin Sy, sy -
_ ) Dengan titik di
j=8 pag %A bawah
. - Dengan titik di
o= e D.d bawah
B Dengan titik di
= R T.1 bawah
E 75 7.2 Dengan titik di
T bawah
iy Dengan koma atas
c terbalik
& Gin G, g -
s Fa F,f -

Vi




K Qaf Q.q :
el Kaf K, k -
b Lam L1 -
- Mim M, m -
) Nun N,n -
9 wawu W, w =
) Ha H, h -
e hamzah ) Dengan apostrof
S a | Y,y -

II.  Penulisan Konsonan Lengkap
Huruf musyaddad (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti:

-
- -

aa}.n
| halaman 1.

IIl.  Penulisan Ta’ Marbutah di akhir kata
Ditulis dengan huruf h, seperti:

-8 -

e
halaman 1.

O 188
Bab | halanla;l 6.

ditulis: mawaddah dalam ar-Ram (30) : 21 pada Bab

ditulis: rahmah dalam ar-Ram (30) : 21 pada Bab |

ditulis: hafiza Allah dalam an-Nisa’ (4) : 34 pada

(ini tidak berlaku untuk kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa |
Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki

adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vocal Pendek

¥ )

(fathah)
(Kasrah)
(daminakh)

V.  Penulisan Vocal Panjang

Fathah + huruf a/ifditulis a, seperti:

>

s -

A
pada Bab Il halaman 33.

ditulis: a.
ditulis: i.

ditulis: u.

ditulis: ya ayyuha an-nasu dalam an-Nisa’ 4 :1




Fathah + huruf alif layyinah, ditulis a, sepenti:
- 9 4.

SH Y F ditulis: isa wa musa.

Kasrah + huruf ya’ mati, diwlis i, seperti:

Ua.;l.F-GL;‘ ditulis: misagan galiza dalam an-Nisa’ (4) : 21 pada
Bab I1 halaman 28,
Dammah + huruf wawu mati, ditulis u, seperti:

TPE I

& J~L>'-U ditulis: ta’khuzunahu dalam an-Nisa’ (4) : 21 pada

Bab Il halaman 28.

V1.  Penulisan Diftong
Fathah + hurut ya' mati, ditulis ai, seperti:
]
S ditulis: bainakum dalam ar-Ram (30) : 29 pada Bab

Il halaman 33.
Fathah + huruf wawu mati, ditulis au, seperti:

J‘J;ia__u (}5.3 ditulis: /igaumin yatafakkarin dalam ar-Rum (30) :
21 pada Bab Il halaman 33.

Huruf 14 marbutah pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di
Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti:

=
R s @ .

e ;400 g0 ditulis: mawaddah wa rahmah dalam ar-Rim (30) :
21 pada Bab [ halaman 1.
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MOTTO

Yen kang uning marang sajatining kawruh, Kguuhan sajroming ats,
Yen tan niru ora urus, unipe kgesi-esi, yen nirua dadi asor

Jika tidak mengetahui akan hakekat pengetahuan, hatinya hanya akan mengalami kerepotan,
Jika hendak meniru tak pantas, hidupnya sia-sia, Jika meniru jadi kalah

(R. Ng. Ranggawarsita, Serat Sabdajati bait 8)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tujuan melakukan perkawinan salah satunya adalah untuk
menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih
sayang antara orang tua dengan anak-anak dan sesama anggota keluarganya
(sakinah, mawaddah dan rafunah).' Tujuan ini sesuai dengan firman Allah

SWT:

PN ey e 1S ) Sl e oSOl O ) ey

205 Kz pad) OLY S5 3OV iy 554

Sebuah perkawinan yang dilandasi sakinah, mawaddah dan rahmah
akan menciptakan suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh
dengan kebahagiaan.” Di samping merupakan misagan galiza (perjanjian yang
amat kokoh).' ia juga merupakan suatu ikatan yang sangat suci, seperti

kesucian hubungan Allah dengan orang-orang pilihan-Nya, yaitu nabi-nabi

' Kamal Mukhuu-. Asas-asas Hukum Islam teniang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakara: Bulan
Bintang, 1993). him. 14.

* Ar-Ram (30) : 21.

3

Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan (Yogyakarta:
Darussalam, 2004), him. 20.

* M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan
Umat, cet. ke-10 (Bandung: Mizan, 2000), him. 210.
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atau rasul-rasul. Karena itu, sebagai ikatan yang demikian suci dan mulia, -
mestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua
pasangan suami isteri.” [ronisnya, kadang-kadang ikatan atau hubungan yang
suci dan mulia itu dalam sekejap mata menjadi sebuah ikatan yang biasa-biasa
saja, di mana keduanya telah terjebak dalam mengarungi kehidupan rumah
tangga. Kondisi ini terjadi ketika keduanya melakukan perkawinan tanpa
adanya cinta dikarenakan suatu keadaan yang memaksa.

Selain  pentingnya “cinta’ dalam membina rumah tangga,
‘kedewasaan’(aki/ balig) merupakan salah satu syarat yang tidak kalah penting
sebagai bekal dalam menjalani perkawinan. Persyaratan ini sangat penting
walaupun nas secara eksplisit tidak pernah menentukan aki/dan balig sebagai
syarat sahnya perkawinan.

Menurut ulama, masalah usia dalam segala hal sangat erat
hubungannya dengan kecakapan bertindak, begitu pula dalam hal perkawinan.
Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan
hukum yang berisi tanggung jawab akan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka,
setiap orang yang akan melakukan perkawinan diminta kemampuannya secara
utuh. Menurut bahasa Arab, *kemampuan’ disebut ahlun yang berarti ‘layak,

pantas’.®

5 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri, (Hukum Perkawinan [)
Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, cet. ke-I (Yogyakarta: ACAdeMia + TAZZAFA,
2004), him. 23.

° Hasbi ash-Shiddieqi, Pengantar Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
[11: 240.



Secara terminology ‘kemampuan’ berarti kemampuan seseorang untuk
menerima kewajiban dan menerima hak. Anrtinya, orang itu pantas
menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan
pantas untuk melaksanakanya. Kemampuan di sini berkaitan dengan ahliyah
al-wujub, (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak), sedangkan
kemampuan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat
hukum secara utuh, yang dalam istilah figh disebut ahlivah al-ads’
(kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang
lain).”

Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah
akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dapat dibebani
kewajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempuma maka ia wajib
menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan hal ini, maka
kecakapan bertindak ada yang bersifat sempurna (ak/ivah ada’ tam) dan ada
pula yang bersifat tidak sempurna (ahliyah ada’ naqis).®

Abliyah ada’ tam terjadi ketika seseorang yang berakal telah mencapai
umur dewasa (balig), sedangkan anak yang masih kecil dimasukkan ke dalam
ahliyah ada’ naqis. Namun, perlu dipahami juga bahwa terkadang terjadi
seseorang yang telah mempunyai kemampuan yang sempurna (ahliyah
kamilah), mengalami halangan yang mengurangi atau menghilangkan

kemampuannya. Hilangnya kemampuan tersebut disebut dengan halangan

" Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, alih bahasa Sacfullah Ma’shum dkk., cet. ke-9
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), him. 504.

¥ 1bid , him. 508.



kemampuan ( ‘awarid ahliyah), yaitu kondisi di mana seseorang yang dewasa
dan berakal memperoleh halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya
akal. Halangan kemampuan yang terjadi di luar kemampuan manusia, disebut
dengan ‘awarid Samawiyah, seperti gila, dungu, ayan dan tidur. Sedangkan
halangan yang tidak alami disebut dengan ‘awarid gair Samawiyah, seperti
mabuk dan dipaksa orang lain.” Bila uraian di atas dihubungkan dengan
perkawinan yang terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren,
Kebumen, maka akan dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut bukanlah
perkawinan yang sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu memperoleh
kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah (ketenangan, cinta dan kasih
sayang). Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh masing-masing pihak, bagaimana mungkin hak dan kewajiban tersebut
dijalani apabila salah satu pasangannya adalah orang yang tidak memiliki
kecakapan bertindak, karena kurang cukupnya akal.

Secara eksplisit seperti halnya nas, kedua perundang-undangan hukum
positif Indonesia juga tidak menyebutkan aki/ sebagai syarat sahnya
perkawinan. Namun, menurut hemat penyusun, secara implisit bila dicermati
lebih - dalam, adanya batas usia minimal bagi kedua calon pengantin
merupakan jawaban tentang pentingnya aki/ sebagai syarat calon pengantin.
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam
mensyaratkan batasan usia tersebut bertujuan agar calon pengantin telah

matang jasmaninya, sempurna akalnya dan dapat dipertanggungjawabkan

® Ibid , him. 514.



terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan; suami
sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang
yang dalam pengampuan. Hal inilah yang menjawab bahwa secara implisit
Undang-undang Perkawinan Nomor | Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam telah menentukkan adanya persyaratan aki/ bagi calon pengantin.
Dengan kata lain, bagaimana mungkin perkawinan untuk orang yang tidak
memiliki kecakapan bertindak dibolehkan padahal tujuan pembatasan usia
adalah agar seseorang telah masak jiwanya. Sampai di sinilah perundang-
undangan hukum positif mempertimbangkan kemaslahatan dalam penetapan
batasan usia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan walaupun undang-undang
hukum positif tidak mensyaratkan aki/ secara eksplisit, melihat tujuan adanya
batasan usia perkawinan tersebut, maka secara implisit akan ditemukan syarat
akil bagi calon pengantin.

Singkatnya, dengan kedewasaan (aki/ balig), masing-masing pihak
mampu menempatkan dirinya pada posisinya. Sang isteri mengerti posisinya
sebagai isteri dengan menjalani kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak
suami, begitupula dengan suami; menjalani kewajiban-kewajibannya sebagai
suami yang menjadi hak isteri. Selain dalam hal hak dan kewajiban,
kedewasaan juga diperlukan dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan
yang dihadapi dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, perkawinan dengan orang gila adalah perkawinan yang
pernah terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen pada

sekitar tahun 2005. Perkawinan ini terjadi ketika seorang pria memperkosa



seorang gadis gila. Sebagai akibat perkosaan tersebut, tokoh agama maupun
tokoh masyarakat menghendaki perkawinan sebagai solusi dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Tokoh agama dan tokoh masyarakat
setempat sebenarmya telah mengetahui bahwa perkawinan dengan orang gila
bukanlah perkawinan yang dianjurkan oleh agama Islam, namun demi
mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi, maka perkawinan dianggap
sebagai solusi yang tepat. Dalam hal ini Islam telah menganjurkan untuk

memilih pasangan terbaik sebagaimana firman Allah SWT:

05 Laie s il Glis x5 conbials

Sabda Rasulullah SAW:
o ol Sl abl gy Wl y Lgnd g WL w0 Y 311 ~Ss
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Rasulullah pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang saleh

itu adalah cantik, patuh, baik lagi amanat, sebagaimana sabda beliau:

'® An-Nisa (4) : 34.

'"" Al-lmam al Bukhari al-Ja'fi, Sahif al-Bukhari, 111:123, “Kitab an-Nikah”, “Bab al-

Akfa'i fi ad-Din wa Qaulihi wa huwa al-Lazi Khalaqa min al-Ma’i Basyaran faja‘alihi Nasaban
wa Sihran wa kana Rabbaka Qadiran™. Hadis Sa‘id bin Abi Sa'id dari bapaknya dari Abi Hurairah
r.a dari Nabi SAW.
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Solusi yang diberikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat
setempat untuk menikahkan pemerkosa dengan korbannya adalah solusi yang
tepat, karena solusi tersebut telah mempertimbangkan bahwa hasil dari
perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan
pertanggungjawaban, kasih sayang maupun nafkah seorang ayah. Selain itu,
diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gilanya,
setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha mengobati
kesembuhan isterinya.

Melihat fakta bahwa perkawinan orang gila adalah perkawinan yang
menurut sepengetahuan penyusun adalah perkawinan yang belum pemah
terjadi di Desa Sidomoro sebelumnya, pada khususnya dan daerah-daerah lain
pada umumnya, penyusun tertarik mencoba mengkaji perkawinan tersebut.
Selain alasan tersebut, perkawinan dengan orang gila merupakan perkawinan
yang menarik dibahas mengingat perkawinan dengan orang gila bukan
perkawinan yang dianjurkan dalam Islam, namun hal ini menjadi solusi untuk
menyelesaikan masalah perkosaan. Jadi, masalah tersebut sangat berimplikasi

hukum Islam terutama Hukum Perkawinan Islam. Oleh karena itu, penyusun

2 Abu “Abdur Rahman Ahmad an-Nasa'iy, Sunan an-Nasa’iy, V1:68, hadis nomor 3091,
“Kitab an-Nikah”, “Bab Ayyun an-Nisa’i Khair”. Hadis dari Sa‘id al Mugbiry dari Abi Hurairah
dari Nabi SAW.



sangat tertarik untuk membahas perkawinan tersebut ke dalam judul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Orang Gila akibat Perkosaan, Studi

Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang dibahas
adalah:

1. Bagaimanakah status hukum perkawinan yang terjadi antara orang yang
normal (sehat) dengan orang gila ditinjau dari segi Hukum Islam?

2. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan
tokoh masyarakat di Desa Sidomoro yang menjadikan perkawinan sebagai
solusi bagi pemerkosaan terhadap orang gila?

3. Bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Islam terhadap dasar
pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh

masyarakat setempat?

. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan
yang hendak dicapai dalam membahas skripsi ini adalah:
I. Untuk menjelaskan status hukum perkawinan yang terjadi antara orang
yang normal (sehat) dengan orang gila ditinjau dari segi Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh tokoh

agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus



Pesantren, Kebumen dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap orang
gila.

3. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum tokoh agama dan tokoh
masyarakat di Desa Sidomoro mengenai perkawinan dengan orang gila di
Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, apakah
perkawinan tersebut sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

I. Sebagai acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti
masalah yang mungkin masih berkaitan dengan penelitian yang penyusun
lakukan.

2. Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi pengembangan

pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menelaah yang lebih jauh terhadap permasalahan tersebut, maka
penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap berbagai literature yang
mempunyai relevansi dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Dari
penelaahan tersebut, sebenamya telah ditemukan skripsi yang mendekati
pembahasan penyusun yaitu mengenai perkosaan, hanya saja pembahasan
skripsi tersebut lebih condong pada kajian literature dan pembahasannya
hanya sebatas mengenai nafkah, tanggungjawab dan perlindungan hukum bagi

korban tindak pidana perkosaan. Sedangkan mengenai pembahasan
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“Perkawinan dengan Orang Gila akibat Perkosaan™, dalam skripsi Mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum pernah dibahas.

Beberapa skripsi yang mendekati pembahasan penyusun antara lain
yaitu skripsi yang disusun olch Musriadi dengan judul “Perlindungan Hukum
terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Positif"", skripsi Diyah Tri Utami dengan judul
“Tanggung Jawab Nafkah Pelaku Perkosaan atas Anak Hasil Perkosaan™'* dan
skripsi Dede Yanti Herlina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Hak-Hak Anak akibat Korban Perkosaan™."”

Dalam kajian skripsinya, Mursiadi membahas wanita sebagai korban
perkosaan scbagaimana dalam Pasal 285 KUHP dan menekankan pada
perlindungan dalam bentuk restitusi, kompensasi maupun santunan-santunan
yang dapat meringankan beban korban perkosaan.

Hasil yang dicapai dalam tulisan ini adalah: pertama, terdapat berbagai
macam Kketentuan yang mengatur masalah perlindungan terhadap hak-hak
korban perkosaan, seperti halnya dalam masalah hukuman Aad kepada pelaku
yang memberikan rasa puas secara emosional kepada korban dan merupakan
bentuk perlindungan preventif terjadinya tindak pidana perkosaan. Demikian

pula adanya ketentuan-ketentuan dalam memberikan ganti kerugian yang

" Mursiadi, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan
menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

"* Diyah Tri Utami, “Tanggung Jawab Nafkah Pelaku Perkosaan atas Anak Hasil
Perkosaan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

** Dede Yanti Herlina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak akibat Korban
Perkosaan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).



dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah arsy yang merupakan bagian dari
diyat, hanya saja dalam konsep arsy/ ketentuan tentang ganti kerugian
tergantung pada pertimbangan hakim dengan melihat unsur Kkerugian dan
penderitaan Korban. Untuk menjamin hak-hak korban perkosaan, maka
ketentuan pembayaran tersebut bukan hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi
juga pada agilaf-nya, yaitu keluarga dari pihak ayah (asabah) apabila pelaku
secara financial tidak mampu. Dalam keadaan tertentu beban pembayaran
ganti kerugian tersebut dibayar oleh negara (bait al-mal). Kedua, mengenai
anak yang dilahirkan oleh korban perkosaan, baik hukum Islam maupun
hukum positif belum cukup memberikan perlindungan kepada korban dan
juga anak yang dilahirkan.'®

Sedangkan dari kajian Diyah Tri Utami dihasilkan dua point penting,
yaitu: Pertama, status anak hasil perkosaan menurut Islam dalam dua pendapat
yang berbeda: pendapat pertama, bahwa anak hasil perkosaan merupakan anak
tidak sah. Hal ini didasarkan pada pendapat Syafii dan Maliki juga Syi’ah
Immamiyah. Anak dalam kategori ini tidak memiliki hubungan nasab dengan
ayahnya, jadi dia hanya bernasab kepada ibunya saja. Sedangkan pendapat
kedua, bahwa anak hasil perkosaan merupakan anak yang sah. Pendapat ini-
didasarkan pada pendapat Hanbali termasuk Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-
Qayyim. Meskipun bukan anak hasil perkawinan yang sah dari orang tuanya,
namun anak tersebut dapat menjadi anak sah dengan jalan pengakuan yang

dilakukan oleh ayahnya, walaupun jelas-jelas pengakuan itu karena berzina.

'* Mursiadi, “Perlindungan Hukum™, him. 86.



Dengan adanya pengakuan tersebut, anak hasil perkosaan dapat dinisbahkan
kepada bapaknya (pelaku).

Sedangkan hasil kedua yang dicapai adalah mengenai tanggung jawab
nafkah pelaku pemerkosaan atas anak hasil perkosaan tidak ada yang secara
Jelas mengaturnya, namun hal itu dapat diupayakan dengan cara penuntutan
yang dilakukan oleh korban, apakah melalui jalur perdata, ataukah pidana.'’

Skripsi ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dede Yanti
Herlina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Anak akibat
Korban Perkosaan™. Dari kajiannya Dede Yanti Herlina meneliti bagaimana
pandangan hukum Islam terhadap hak anak akibat korban perkosaan dan
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban
perkosaan.

Hasil yang telah dicapai dari penelitian Dede Yanti Herlina adalah
pertama, mengenai pandangan hukum Islam terhadap anak akibat korban
perkosaan. Anak yang lahir akibat korban perkosaan dalam hukum Islam
disebut anak zina yang akibatnya secara hukum tidak mempunyai hubungan
apapun dengan  bapaknya, walaupun bapaknya itu mengakui  ataupun
mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya sendiri. Tidak
adanya hubungan bapak yang mencampuri ibunya (secara tidak sah) dengan
anak tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan saling mewarisi
keduanya walaupun dengan kerabat bapaknya dan tidak berhak diwalikan oleh

laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, atau wali lain dari pihak

" Diyah Tri Utami, “Tanggung Jawab Nafkah", him. 66.
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bapaknya melainkan diwalikan oleh hakim. Nasab anak tersebut hanya
dihubungkan kepada ibu dan kerabat ibunya saja, maka yang berkewajiban
mengasuh, memelihara dan melindungi anak ini adalah tugas ibu dan
kerabatnya. Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW) anak luar nikah bisa
diakui dan disahkan oleh ayahnya melalui lembaga pengesahan dan
pengakuan anak sehingga anak tersebut mendapat semua hak perlindungannya
sebagaimana anak sah, seperti hak diasuh, dipelihara dan dilindungi sejak
belum lahir hingga dewasa.

Hasil kedua yang dicapai oleh Dede Yanti Herlina adalah mengenai
bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak akibat perkosaan. Bentuk
perlindungan terhadap hak-hak anak akibat perkosaan telah mulai
dilaksanakan baik dari aspek yuridis maupun non yuridis. Dalam aspek yuridis
misalnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di
dalamnya menyatakan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Secara khusus
UU No. 4 Tahun 1979 menegaskan “Kesejahteraan adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Perlindungan lain adalah KUHP yang di dalamnya terdapat pasal-pasal
yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak
dengan menentukan ancaman hukuman bagi tindakan-tindakan yang

merugikan kepentingan anak. Sedangkan dalam aspek non yuridis dengan



membangun sarana dan prasarana, seperti rumah singgah yang akan menjadi
mitra Dinas Sosial dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bertujuan
untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang disia-siakan atau anak
korban kekerasan agar dipelihara, diasuh, dilindungi dari tindakan kekerasan
dan diskriminasi."

Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang
kajiannya difokuskan langsung ke dalam bentuk praktis, dalam arti penyusun
langsung terjun ke lapangan untuk berdialog langsung kepada orang yang
terlibat di dalamnya, karena menurut sepengetahuan penyusun tulisan-tulisan
yang membahas tentang kajian lapangan dalam perkawinan semacam itu
belum pemah ditemukan dalam bentuk skripsi.

Oleh karena itu, tulisan yang disusun olch penyusun yang berbentuk
skripsi sebagai bahan untuk menambah pustaka-pustaka yang membahas
tentang perkawinan pada umumnya dan perkawinan dengan orang gila akibat

perkosaan pada khususnya.

Kerangka Teoritik
Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa anjuran berkeluarga
(menikah) itu merupakan anjuran yang telah ada sejak Allah SWT mengutus

rasul-rasul-Nya yang pertama sampai yang pada rasul-Nya yang terakhir.'®

44.

'* Dede Yanti Herlina, “Tinjauan Hukum Islam”, hlm. 60-61.

** Zakiyah DaradjaL. /lmu Figh, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 11:



Al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam
menganjurkan memilih calon isteri (pasangan) yang baik.

Firman Allah SWT:
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Sabda Rasulullah SAW:
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Rasulullah pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang saleh

itu adalah cantik, patuh, baik lagi amanat, sebagaimana sabda beliau:

e dll3l g ElielbIE a3y Sl Ll o ke 13 e Ll

Bl glgis 3 Sldais Lgze w2131y 85 igls

** An-Nisa (4) : 34.

" Al-lmam al Bukhari al-Ja'fi, Sahih al-Bukhari, 111:123, “Kitab an-Nikah”, “Bab al-
Akfa'i fi ad-Din wa Qaulihi wa huwa al-Lazi Khalaga min al-Ma’i Basyaran faja‘alihi Nasaban
wa Sihran wa kana Rabbaka Qadiran™. Hadis Sa‘id bin Abi Sa‘id dari bapaknya dari Abi Hurairah
r.a dari Nabi SAW,

> Abu *Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, Sunan an-Nasa 7y, V1:68, hadis nomor 3091,
“Kitab an-Nikah”, “Bab Ayyun an-Nisa'i Khair”. Hadis dari Sa‘id al Muqgbiry dari Abi Hurairah
dari Nabi SAW.



Karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”> maka sahnya perkawinan
menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah
ditentukan Syari’at Islam.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo syarat-syarat dan rukun perkawinan
menurut Hukum Islam adalah:

1. Syarat Umum

a. Larangan perkawinan dalam surah al-Bagarah ayat 221, yaitu larangan
perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam
surah al-Maidah ayat 5.

b. Larangan perkawinan dalam surah al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-
laki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan
Nasrani.

¢. Larangan perkawinan dalam surah an-Nisa' ayat 22, 23, 24, yaitu
larangan hubungan nasab, susuan dan semenda.

2. Syarat khusus

a. Adanya calon mempelai.

b. Kedua calon mempelai haruslah Islam, aki/ balig (berakal dan
dewasa), sehat rohani maupun jasmani.

3. Harus ada persctujuan bebas antara kedua calon pengantin,
4. Wali nikah,

5. Dua orang saksi,

s Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2(1).



6. Mahar,
7. ljab dan Qabul®

Syarat-syarat tersebut sangai wajar mengingat salah satu tujuan Agama
Islam mensyari’atkan perkawinan adalah menimbulkan rasa cinta antara suami
dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak
dan sesama anggota keluarganya (sakinah, mawaddah dan rahmah).*®

Dalam  perkawinan  dengan  orang gila tujuan Agama Islam
mensyari‘atkan perkawinan scbagaimana telah diungkapkan di atas, tidak
terpenuhi. Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat khusus bagi
masing-masing pasangan dalam perkawinan, yaitu kedua calon mempelai
haruslah aki/ balig (berakal dan dewasa), sehat rohani maupun jasmani.

Begitu pula perkawinan dengan orang gila yang terjadi akibat
perkosaan, tidak ada ketentuannya dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah,
apakah seorang pelaku perkosaan diharuskan untuk menikahi korbannya.
Pemnikahan ini menjadi lebih ironis mengingat as-Sunnah sebagai sumber
hukum kedua menganggap bahwa orang gila (yang dalam hal ini adalah
korban perkosaan) merupakan orang yang tidak cakap hukum, sebagaimana

sabda Rasulullah:

** Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Study Analisis dari Undang-Undang
no. | Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), him.
49-52.

** Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 14. Di samping itu tujuan yang lain adalah reproduksi atau regenerasi,
memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan merupakan ibadah dari Allah SWT.
Lebih lanjut lihat Khoiruddin Nasution, fsiam fensang Relasi., him. 35-44. Lihat juga Ahmad
Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-10 (Yogyakarta: Ull Press, 2004), hlm. 3-5.
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Bertolak belakang dengan hadis di atas, masyarakat Desa Sidomoro,
Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen yang dipimpin oleh tokoh agama
(dalam bidang keagamaan) dan tokoh masyarakat (dalam bidang sosial) justru
menjadikan perkawinan sebagai solusi bagi pemerkosa. Solusi ‘perkawinan’
yang diberikan tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut adalah solusi yang
dianggap sesuai dengan kemaslahatan. Hal ini disebabkan karena perkawinan
dianggap merupakan cara yang tepat dalam mengantisipasi akibat yang lebih
buruk bila korban perkosaan tersebut tidak dinikahi oleh pelaku.

Pertimbangan tersebut diantaranya adalah, pertama, mengingat hasil
dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan
pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah seorang ayah. Kedua,
diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gilanya,
setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha mengobati
kesembuhan isterinya. Ketiga, sclain perkawinan itu sendiri sebagai sebuah

pertanggungjawaban perkosaan yang telah dilakukan oleh pelaku, perkawinan

* Abu Dawud. Sunan Abi Dawid, “Kitab al-Hudud”, “Bab fi al-Majnim Yasriau a:
Yasibu Haddan™, IV: 131, Hadis Nomor 4403. Hadis riwaval Musa bin Isma’il dari Wuhaib Gur
Khalid dari Abu Duha dari Ali dari Nabi SAW.
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di sini juga merupakan lembaga prevenif bagi terjadinya perkosaan yang
sama kepada korban dan mencegah terjadinya korban-korban lainnya.?’

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang
mempunyai tujuan yang baik, tidak akan tercapai bila kurangnya syarat-syarat
yang harus dipenuhi masing-masing pihak, tetapi bila melihat akibat buruk
yang mungkin akan terjadi bila tidak dinikahkan, perkawinan tersebut justru

tepat bila dijadikan solusi, sebagaimana kaidah figh menyatakan:

Plaghotl QG0 1) 0 Lagabisl £y, Olidunin o, el

Menyikapi  permasalahan perkawinan semacam ini, maka
kemaslahatan sangat diutamakan. Asy-Syatibi  dalam menegakkan
kemaslahatan ada lima pokok yang harus dipegang antara lain: memelihara
agama (fifz ad-Din), memelihara jiwa (hifz an-Nafs), memelihara akal (hifz
al-°"Aql), memelihara keturunan (4ifz an-Nas/l) dan memelihara harta (hifz al-
Mal).” Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah mewujudkan
kemaslahatan manusia. Namun, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima

unsur pokok di atas itu harus dipegangi.

*" Wawancara dengan Bapak Kyai Dairobi, di Desa Sidomoro, RW 1, pada tanggal 25-6-
2007. Beliau adalah salah satu tokoh agama yang mengikuti musyawarah untuk menyelesaikan
kasus pemerkosaan tersebut.

2 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah limu Figh, cet. ke-3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), him.
40.

* Kelima pokok tersebut asy-Syatibi menamakan dengan teori Magasid asy-Syari’ah,
yaitu suatu teori untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akherat yang didasarkan
atas dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai a/-Qawa’id al
Kuliyyah dalam menenetapkan al-Kuliyyah al-Khams di atas. Lebih lanjut lihat Yudian Wahyudi,
Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika, cel. ke-3
(Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), him. 44-52.
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Untuk memelihara lima pokok tersebut asy-Syatibi membagi lagi
menjadi tiga Maqgasid Syari’ah atau tujuan syari’ah, yaitu: (1). Magasid ad-
Daruriyyah. (2). Maqasid al-Hajiyyah, dan (3). Magasid at-T: ahsiniyyah
Maqasid ad-Daruriyyah dimaksudkan untuk memelihara lima pokok dalam
kehidupan manusia di atas. Magasid al-Hajiyyah dimaksudkan untuk
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur
pokok menjadi lebih baik lagi. Magasid ar- Tahsiniyyah dimaksudkan agar
manusia dapat melaksanakan yang terbaik untuk penyempurnaan

pemeliharaan kelima unsur pokok itu.*

F. Metode Penelitian
Dalam skripsi ini, metode penelitian diklasifikasi sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian lapangan (Field Research).’ Tetapi dalam hal ini penyusun
lebih cenderung memasukkan ke dalam studi kasus atau penelitian kasus
(case study). yaitu penelitian tentang status subyek penelitian  yang

berkenan suatu fase spesifik.*

%% Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah menurut Asy-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta:
PT Grafindo Persada, 1996), him. 71-72.

' Penelitian lapangan (Field Research) ialah suatu penelitian dengan cara mengambil
data di lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan
benar.

2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet. ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), him, 66.
Lihat Bambang Suggono, Merode Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakana: PT Grafindo Persada,
1998), him. 36.



2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,”®> yaitu dengan cara
menggambarkan kasus Perkawinan dengan Orang Gila di Desa Sidomoro,
Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, sebab akibat kemudian penyusun
menghubungkan dengan tokoh agama maupun masyarakat setempat
dengan persoalan tersebut, baru kemudian dianalisis menurut hukum
perkawinan dalam Islam.

3. Obyek dan Subyek Penelitian
Mengenai obyek penelitiannya adalah Perkawinan dengan Orang Gila di
wilayah Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten
Kebumen. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah pasangan suami
(pelaku pemerkosaan orang gila) dan isteri (korban yang sckaligus orang
gila) yang melaksanakan perkawinan melalui beberapa informan antara
lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipakai oleh penelitian ini adalah pendekatan normative,
yaitu suatu pendekatan untuk memahami kondisi riil tentang fakta-fakta
yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai perkawinan dengan
orang gila yang terdapat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren,
Kabupaten Kebumen, yang mayoritas penduduknya beragama Islam

ditinjau dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam. Dengan pendekatan

* Deskripiif analitik ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau
fenomena sosial, praktek dan ‘wrf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat
Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat. cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), him. 19.
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ini akan diketahui apakah penyelesaian dengan perkawinan bagi

pemerkosa orang gila yang terjadi di desa tersebut sesuai atau tidak dengan

perkawinan dalam syari’at Islam.
5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara

sebagai berikut:

a. Interview (wawancara), yaitu proses memperoleh keterangan untuk
tujuan pcm:litian. dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka
antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau
responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide
(panduan wawancara).>* Wawancara ini ditujukan kepada tokoh agama
dan masyarakat yang menjadikan perkawinan sebagai solusi bagi kasus
perkosaan terhadap orang gila. Sedangkan terhadap subyek penelitian
yaitu: suami (pelaku perkosaan orang gila), penyusun menggunakan

. . . 5
in-depth interview.”

Sedangkan untuk menggali data dari isteri
(korban yang sekaligus orang gila) penyusun mengarahkan in-depth
interview kepada kakak kandung korban.

b. Dokumentasi, yaitu cara mengambil data dengan melihat dokumen

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yang berfungsi

M Standardized interview ialah wawancara yang diikuti oleh suatu pertanyaan yang telah
disusun terlebih dahulu untuk merencanakan wawancara tersebut.

" In-depht interview ialah pertemuan langsung secara berulang-ulang antara peneliti dan
informan yang diarahkan pada pemahaman pandangan informan dalam hal kchidupannya,
pengalamannya, atau situasi-situasi yang dialamainya, yang diungkapkan dengan kata-kata
informan itu sendiri. Lihat Iebih lanjut Darmiyati Zuchdi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Diktat
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta, 1994,



sebagai data sekunder, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penyusun akan mencari data-data
tertulis baik berupa catatan, dokumen, arsip serta buku-buku lain yang
dianggap perlu.

c. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap fenomena yang diselidiki.*®* Di sini penyusun akan
mengamati dari dekat akibat yang terjadi dalam perkawinan dengan
orang gila.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah
analisis dengan metode kualitatif dengan alur berfikir deduktif, yaitu
proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan norma-norma untuk
menilai prilaku mengenai ketentuan hukum perkawinan dengan orang gila
secara umum yang kemudian menjadi alat analisa untuk melihat
perkawinan di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen.

Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan

menginterpretasikan data yang terkumpul dengan metode di atas yang

diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.’’

' Sutrisno Hadi, Metodologi Research, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan
Disertasi (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), him. 136.

*" Moh. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), him. 197.



24

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini akan digolongkan menjadi lima
bab. Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini
secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab di antaranya, yaitu
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang perkawinan dengan orang gila dalam
konstelasi hukum perkawinan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian
perkawinan secara umum, pengertian perkawinan dalam hukum Islam,
pengertian orang gila sebagai korban perkosaan dan perkawinan dengan orang
gila menurut hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran
umum tentang perkawinan, apakah suatu perkawinan itu sesuai atau tidak
dalam Islam.

Bab Ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan,
maka akan digambarkan tentang fenomena perkawinan dengan orang gila
akibat perkosaan yang terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren,
Kabupaten Kebumen serta pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat
setempat mengenai perkawinan tersebut.

Bab Keempat, membahas tentang analisis terhadap fenomena
perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan. Bab ini dipetakan menjadi
dua sub bab, yakni urgensi kedewasaan dalam membina rumah tangga dan
analisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan tokoh agama maupun

tokoh masyarakat dalam melangsungkan perkawinan dengan orang gila akibat
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perkosaan. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan apakah perkawinan
tersebut layak sebagai solusi bagi pemerkosa orang gila.

Bab Kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan
kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan inti dari hasil
penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari

penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas mengenai pernikahan dengan orang gila akibat

perkosaan yang terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren,

Kebumen maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

l.

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara
kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindarkan mafsadah, baik di
dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, yang dijadikan tolok ukur untuk
menentukan baik atau tidaknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang
dilakukan dan menjadikan tujuan pokok pembuatan hukum itu ialah apa
yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan. Dalam kasus perkosaan
terhadap orang gila di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren,
Kabupaten Kebumen, yang menjadi kebutuhan dasar manusia adalah
menikahkan pelaku dengan orang gila (korbannya). Hal ini dikarenakan
menikahkan pelaku dengan korbannya lebih sesuai dengan kemaslahatan
manusia dibanding membiarkan anak perkosaan hingga dilahirkan
(dewasa) tanpa pertanggungjawaban kasih sayang dan nafkah seorang
ayah. Dengan pertimbangan tersebut, maka perkawinan dengan orang gila
akibat perkosaan di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren,

Kabupaten Kebumen adalah boleh dan sah menurut hukum Islam.

72
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2. Ada beberapa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh
agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus
Pesantren, Kabupaten Kebumen dalam melangsungkan perkawinan
tersebut.

a. Mengingat hasil dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hil;gga
dilahirkan membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun
nafkah seorang ayah.

b. Diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari
gilanya, setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha
mengobati kesembuhan isterinya.

¢. Perkawinan dengan orang gila juga merupakan lembaga prevenrif bagi
terjadinya perkosaan yang sama kepada korban dan mencegah
terjadinya korban-korban lainnya.

d. Selain pertimbangan tersebut, merupakan aib bagi keluarga bila ada
anggota keluarganya yang hamil di luar nikah, walaupun kehamilannya
itu merupakan hasil dari perkosaan.

3. Atas dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan
tokoh masyarakat Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten
Kebumen, maka hukum perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan
adalah boleh karena sesuai dengan Magasid asy-Syari’ah.

a. Dasar pertimbangan anak dalam kandungan hingga dilahirkan

membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah
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seorang ayah telah sesuai dengan memelihara keturunan (4ifz an-Nasl)
dan memelihara jiwa (hifz an-Nafs).

b. Dasar pertimbangan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari
gilanya, setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha
mengobati kesembuhan isterinya telah sesuai dengan memelihara akal
(hifz al-"Aqgl).

c. Dasar pertimbangan perkawinan sebagai lembaga preventif bagi
terjadinya perkosaan yang sama kepada korban dan mencegah
terjadinya korban-korban lainnya telah sesuai dengan memelihara
agama (hifz ad-Din).

d. Dasar pertimbangan merupakan aib bagi keluarga bila ada anggota
keluarganya yang hamil di luar nikah, walaupun kehamilannya itu

merupakan hasil dari perkosaan.

B. Saran

1.

Bagi calon mempelai kematangan baik fisik maupun mental sangat
diperlukan. Hal ini, ditujukan demi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu
membentuk keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan (sakinah),
cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan al-Qur’an
dan as-Sunnah. Dalam perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan
harus dipertimbangkan atas kebolehannya. Apakah konsekuensi (akibat)

dari perkawinan itu baik atau tidak di dalam Syari’at Agama.
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